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ABSTRAK 

Sintri Jumarni (2021) : Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Rumah Kos Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos, sesuai 

dengan  ketentuan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang melakukan 

pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos dan pasal 9 

ayat (2) berbunyi : pengelola rumah kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) 

kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak hotel. 

Akan tetapi, Perda tersebut belum tersosialisasi dengan baik. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 13 tahun 2018 tentang 

pengelolaan rumah kos di Kecamatan Tembilahan dan fakor apa saja yang 

menghambat penerapan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian 

hukum sosiologis empiris, dan sifat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. 

Sumber data primer dengan menggunakan wawancara langsung kepada Kadis 

Pendapatan Daerah, Pegawai dan Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak dan 

pengisian angket oleh pemilik kos. Sumber data sekunder berasal dari bahan 

pustaka, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data  melalui observasi, 

wawancara, penyebaran angket, analisis data yang dilakukan adalah analisis data 

kualitatif. 

 Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan menunjukkan bahwa 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos ini tidak 

terlaksana sepenuhnya, khusunya di Kecamatan Tembilahan. Pengusaha rumah 

kos menganggap tidak perlu memiliki izin untuk usaha rumah kos mereka. Tidak 

satupun dari 20 unit rumah kos yang memiliki izin. Menurut pemilik kos alasan 

mereka belum mengurus izin usaha mereka adalah karena mereka tidak 

mengetahui bagaimana cara pengurusan izin tersebut. Hal ini tentu saja 

berdampak pada tidak terserapnya salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

tuntutan tersebut yang mengharuskan apabila rumah kos yang mengelola lebih 

dari 10 kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak 

hotel. Adapun penyebab tidak terlaksana sepenuhnya peraturan ini karena 

minimnya sosialisasi yang dilakukan petugas Perda, sehingga para pengusaha 

rumah kos kurang memahami tujuan dari Perda ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Riau yang dahulunya merupakan bagian dari kabupaten Indragiri Hulu. Ibu 

kota kabupaten Indragiri Hilir adalah Tembilahan. Luas wilayah Kabupaten 

Indragiri Hilir atau disingkat dengan Inhil yaitu seluas 18. 812,97 km². 

Bentuk fisiografis kabupaten Indragiri Hilir terbelah - belah oleh sungai dan 

terusan, sehingga daerahnya membentuk gugusan pulau - pulau. Kecamatan 

Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam kabupaten 

Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km² / 19,737 Ha.
1
 

Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota kabupaten 

Indragiri Hilir. Tembilahan mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

seperti terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan baru yang didirikan, 

diantarnya terdapat beberapa Universitas, gedung terminal, dan tempat-

tempat kuliner. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan 

tempat tinggal. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

sebagai tempat berlindung. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di 

Kecamatan Tembilahan yang disebabkan oleh para pekerja dan pelajar  

sehingga masyarakat yang datang harus memiliki tempat tinggal.  

                                                             
1
 https://www.inhilkab.go.id/ di akses tanggal 9 April 2019 

 

https://www.inhilkab.go.id/


2 

 

 

 

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi 

pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus  didasarkan pada wewenang 

yang diberikan oleh perundang undangan yang berlaku.
2
 Dalam Pasal 18 

Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah mengatur 

sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam hal 

ini pemerintah sesuai asas otonomi daerah maka pemerintah dapat 

membentuk suatu aturan dalam menentukan suatu usaha dalam bentuk 

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos mengatur secara langsung 

setiap pengelola rumah kos dalam menjalankan usahanya. Sebagian 

masyarakat melihat hal tersebut sebagai bisnis untuk rencana usaha rumah 

kos. 

Rumah kos merupakan suatu hunian atau tempat tinggal sementara yang 

disewakan oleh pemiliknya bagi perantau baik berjumlah satu orang maupun 

lebih dari satu orang, selama belum memiliki tempat tinggal rumah kontrakan 

atau rumah milik. Rumah kos sudah menjadi kebutuhan primer  khususnya 

bagi mahasiswa, pelajar, atau pekerja dari luar kampung halaman, tanpa 

adanya alternatif lain untuk dijadikan tempat tinggal yang dalam artian, tidak 

ada sanak famili yang  di tuju untuk menetap atau bertempat tinggal, hal ini 

meningkatkan jumlah usaha rumah kos yang mendatangkan peluang bisnis 

                                                             
2
Adrian sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010),  h. 179 
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bagi para pemilik usaha rumah kos disekitar kawasan lembaga pendidikkan 

atau instansi pekerjaan.
3
 

Untuk kriteria rumah kos tersebut berupa rumah yang didalamnya terbagi 

menjadi beberapa kamar dan bangunan kos khusus kamar saja. Perbulannya 

setiap kamar dikenakan tarif Rp.300.000 - Rp.500.000 tergantung ukuran 

kamar yang dipilih oleh penyewa. Fasilitasnya antara lain kasur, lemari, dan 

kamar mandi dalam. Selain rumah kos terdapat pula rumah kontrakan yang 

juga bisa menjadi pilihan untuk tempat tinggal para penyewa.   

Dari berbagai sudut pandang, rumah kos atau sering disebut dengan 

kos-kosan memiliki perbedaan dengan rumah kontrakan sebagai hunian yang 

biasanya menjadi objek perjanjian sewa-menyewa. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat dari sistem pembayaran kos-kosan melakukan pembayaran dalam 

jangka bulanan, sedangkan rumah kontrak jangka pembayaran persetengah 

atau satu tahun, kos-kosan di awasi oleh pemilik rumah kos seperti bapak/ ibu 

kos, sedangan rumah kontarakan sudah seperti milik sendiri dan langsung 

berhubungan dengan RT atau perangkat setempat.  Kemudian hal yang paling 

terpenting pada rumah kos-kosan kebebasan tamu dibatasi pada jam dan 

lokasi penerimaan tamu, dengan adanya peraturan kos-kosan, sedangkan 

                                                             
3
Febria Putri Pembayun, “ Kewenangan Dinas Sosial Dalam Izin UsahaPemondokan 

Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2008 di  Kabupaten Jember”, Jurnal Ilmu Hukum,  2015,  h. 1 
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rumah kontrak bebas bertamu asalkan masih mematuhi norma agama dan 

adat setempat.
4
 

Rumah kos yang ada ditengah-tengah masyarakat tentunya akan 

berpengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya. Sementara itu disisi lain 

pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menciptakan ketentraman dan 

ketertiban ditengah masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya 

dengan menjamurnya rumah kos pemerintah harus memperhatikan amanat 

dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut. Pemerintah harus 

mengawasi keberadaan rumah kos jangan sampai tidak terpelihara 

ketentraman dan ketertibannya.
5
 

Di samping memberikan manfaat ekonomi, juga berpotensi 

menimbulkan masalah bagi berbagai pelanggaran seperti pelanggaran 

kesusilaan, dalam rangka untuk meminimalkan akibat buruk perkembangan 

rumah kos. Rumah kos ternyata juga menyimpan masalah dengan banyak 

penyalahgunaan fungsi rumah kos yang berupa banyaknya terjadi 

pelanggaran susila dan pergaulan bebas yang di lakukan di rumah kos, 

mengganggu ketentraman dan ketertiban yang menimbulkan keresahan 

                                                             
4
http://www.ilmusipil.com/perbedaan-rumah-kontrakan-dan-kos, diakses pada tanggal 9 

April 2019 

5
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua 

atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

http://www.ilmusipil.com/perbedaan-rumah-kontrakan-dan-kos
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masyarakat sekitar, menerima tamu tidak sesuai batasan yang telah diberikan, 

dan lain lain. Selain itu pelanggaran juga dilakukan oleh pemilik rumah kos, 

pelanggaran yang dilakukan pada pemilik kos seperti melanggar ketetentuan 

perizinan yang berlaku, kurangnya pengawasan terhadap penghuni kos, 

tempat tinggal pemilik kos yang letaknya berjauhan dengan rumah kos-kosan, 

membiarkan atau melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan atau 

tata tertib yang berlaku, dan lain lain. 

Melihat beberapa hal tersebut, pemerintah kabupaten Indragiri Hilir 

pada tahun 2018 membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018  

tentang pengelolaan rumah kos. Sebuah harapan yang dihadirkan oleh 

pemerintah untuk dapat menata rumah kos di kabupaten  Indragiri Hilir  agar 

mampu lebih teratur, tertib dan aman. Peraturan daerah yang lahir karena 

melihat rumah kos tumbuh dan berkembang serta berintegrasi langsung 

dengan masyarakat, untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang 

di timbulkan maka pemerintah memandang perlu menetapkan perda 

pengelolaan rumah kos. 

Peraturan Daerah pemerintah kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 

Nomor 13 tahun 2018  tentang pengelolaan rumah kos sebenarnya lebih 

menekankan pada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik rumah kos 

dalam menjalankan usaha rumah kosnya. Namun pada pemilik rumah kos di 

Kecamatan Tembilahan masih banyak yang kurang mengetahui dengan 

adanya peraturan mengenai pengelolaan rumah kos yang telah dibuat, 

dikarenakan peraturan tersebut masih baru diterbitkan.  
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Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 

2018 tentang pengelolaan rumah kos di jelaskan tujuan di laksanakannya 

pengelolaan rumah kos dalam Pasal 3 bahwa “rumah kos memberikan 

kepastian hukum, mewujudkan rumah kos yang layak, aman, dan nyaman 

sesuai dengan fungsinya, menunjang pembangunan yang berkelanjutan di 

bidang ekonomi, sosial dan budaya, tertib administrasi kependudukkan, dan 

melindungi semua pihak“.
6
 

Agar tercapai tujuan tertib administrasi, penataan dan pengendalian 

kependudukkan maka pemerintah daerah mengeluarkan pasal yang 

menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengelolaan rumah ros wajib 

memiliki izin pengelolaan rumah kos”. “Izin pengelolaan rumah kos 

diberikan oleh Bupati”. “Izin pengelolaan rumah kos berlaku selama 

pengelola rumah ros menjalankan usahanya”. Apabila usaha rumah kos 

tersebut tidak memiliki izin, akan mendapatkan sanksi seperti yang terdapat 

di Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir setiap orang atau beberapa 

orang atau badan yang memiliki usaha rumah kos tanpa izin diberi peringatan 

secara tertulis. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan 

tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi 

berupa pembekuan izin pengelolaan rumah kos. Apabila pengelola rumah kos 

                                                             
6
Repulik Indonesia,  Peraturan Daerah Kabupaten  Indragiri Hilir  Nomor 13 Tahun 

2018 Tentang  Pengelolaan Rumah Kos, Bab II  Pasal  3 
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tidak mengindahkan ketentuan tersebut maka akan di tindak lanjuti oleh 

penyidik pegawai sipil. (pasal 18  (1),(2),(3),(4) dan Pasal 19).
7
  

Pada kenyataannya hingga saat sekarang belum ada tindakan tegas dari 

pemerintah untuk menertibkannya. Padahal tanpa izin, pemilik usaha rumah 

kos dapat melenggang bebas tanpa membayar pajak. Dalam kaitannya, pajak 

daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang kepada pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran 

rakyat.
8

 Pada saat ini dapat dilihat bahwa masih belum melakukan 

pembayaran pajak, sehingga pemerintah harus berperan aktif dalam 

pemungutan pajak melalui berbagai cara. Pajak dalam pembangunan terasa 

sangat penting, oleh sebab itu pemerintah terus berupaya untuk 

mengoptimalkan pemasukan pajak.
9
 Guna mendukung tujuan tersebut perlu 

adanya pendapatan asli daerah (PAD), sumber-sumber PAD sebenarnya 

sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah 

dan banyak kebutuhan daerah yang dapat di biayai dengan PAD. Unsur 

pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. 

                                                             
7
Ibid, Pasal 18. 

8
M. Jafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak, (Jakart : PT Raja Grafindo Persada,  2014), 

h. 22 

9
Angger Sigit Pramukti dkk, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2015), h. 3-4. 
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Pengelolaan rumah kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar 

kos dikenakan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak hotel. 

Objek pajak dalam hal ini adalah hotel yang termasuk di dalamnya wisma dan 

rumah kos, baik itu rumah kos yang permanen ataupun semi permanen yang 

jelasnya rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) 

dikenakan pajak hotel 2% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
10

 Tetapi dalam prakteknya para pemilik usaha rumah kos kurang 

memiliki kesadaran dalam menjalankan kewajiban membayar pajak.  

Pentingnya Peraturan Daerah Kabupaten Iindagiri Hilir sangat di 

butuhkan dalam tatanan hidup bermasyarakat hadirnya kehidupan yang aman 

dan tertib merupakan cita-cita disetiap tempat dalam bermasyarakat. 

Menciptakan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat merupakan kewajiban 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Tentunya pemerintah tidak bekerja 

sendirian, pemerintah bersinergi dengan beberapa unsur disuatu wilayah 

untuk mencapai cita-cita tersebut. Aturan mengenai pengelolaan rumah kos 

tentu menjadi penting agar kehidupan masyarakat yang secara langsung atau 

tidak langsung bersentuhan dengan rumah kos dapat terjadi keteraturan. 

ketertiban dalam lingkungan masyarakat.
11

 

                                                             
10

Republik Indonesia,  Peraturan  Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 

2010 Tentang Pajak Hotel, Bab III  Pasal 6 

11
https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/43/42, diakses pada 
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Hadirnya perda ini tentu sebagai suatu respon positif terhadap dampak-

dampak negatif yang ditakutkan oleh pemerintah. Idealnya tentu perda yang 

diterbitkan tentang pengelolaan rumah kos dapat meminimalisir tindak 

kejahatan yang terjadi dilingkungan rumah kos atau setidak-tidaknya 

hadirnya perda tersebut bisa membuat lingkungan rumah kos menjadi lebih 

kondusif karena pengelolaan yang telah di atur di dalam sistem perundang-

undangan. 

Meskipun telah ada usaha dari pemerintah dengan penerbitan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan 

rumah kos tetapi pemerintah dan aparat serta masyarakat harus bersinergi 

dalam penegakan perda ini. Melihat beberapa hal tersebut maka penulis akan 

melakukan penelitian mengenai "PENERAPAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KECAMATAN 

TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR" 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan 

rumah kos di Kecamatan Tembilahan kota mengenai perizinan dan 

pembayaran pajak rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah Indragiri Hilir 

tentang pengelolaan rumah kos. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berdasarkan 

judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos di 

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Apa Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah 

Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah 

Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Untuk mengetahui Apa Faktor Penghambat Penerapan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang 
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Pengelolaan Rumah Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten 

Indragiri Hilir 

2. Manfaat Penelitian . 

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk memberi 

informasi dan pemikiran dalam mengembangakan ilmu hukum 

khususnya Hukum Tata Negara. 

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai 

dengan penelitian yang penulis teliti. 

b. Manfaat Praktis   

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat 

atau praktisi hukum tentang penerapan pengelolaan rumah kos. 

2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

masukkan kepada pihak terkait dalam menaati peraturan 

pengelolaan rumah kos.  
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E. Metode Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum 

sosiologis yaitu, penelitian terhadap data primer/data sekunder yaitu data 

yang dapat di peroleh langsung dari sumber perilaku masyarakat.
12

 Sifat 

peneltian yang digunakan adalah deskriptif yaitu bersifat menggambarkan 

tentang pengelolaan rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 13 tentang pengelolaan rumah kos di Kecamatan 

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitan ini dilakukan di Kecamatan Tembilahan Kota 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Adapun alasan penulis 

melakukan penelitian ini karena di temukannnya para pemilik kos yang 

tidak memenuhi syarat mengenai perizinan serta pembayaran pajak 

sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos. 
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Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:  PT Raja 

Grafindo Persada,  2013),  h. 25 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah yang dijadikan sumber informasi yang 

dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.
13

 Adapun yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kadis Pendapatan Daerah, 

Pegawai dan Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak, Kadis Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemilik kos.  

b. Objek penilitian adalah masalah atau tema yang di teliti dalam 

kegiatan penelitian.
14

 Pada penelitian ini yang menjadi obejek 

penelitian adalah mengenai perizinan dan pembayaran pajak sesuai 

dengan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan 

rumah kos. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk 

gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kadis Pendapatan 

                                                             
13

Djam’an Satori, dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 46 

14
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogjakarta :Ar-Ruzz Media), h. 199 
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Daerah, Pegawai dan Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak, Kadis 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan pemilik kos. 

b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat 

yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian. 

Metode pengambilan sampel adalah random sampling yaitu 

pengambilan anggota sampel dari populasi dan dilakukan secara ajak 

tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.
15

 Untuk 

lebih jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel 

c.  berikut ini : 

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1. Pemilik kos 40 20 50 % 

Sumber : Data Lapangan 

5. Jenis dan Sumber  Data 

Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

menyusun skripsi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm 215 
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a. Data Primer  

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber 

pertama perilaku warga masyarakat yang melakukan penelitian.
16

 

Pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara/interview 

langsung kepada responden (Kadis Pendapatan Daerah Pegawai, dan 

Sub Bidang Pendapatan Bidang Pajak, Kadis Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan pengisian angket/kuesioner oleh 

responden (Pemilik kos). Interview yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak 

menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan 

situasi ketika wawancara berlangsung. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah  data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

melalui dokumen-dokumen resmi. Data ini di gunakan untuk 

mendukung data primer yang telah di peroleh yaitu dari bahan pustaka, 

literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya. Data 

sekunder, pada dasarnya adalah data normatif terutama yang 
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Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986),  h. 12 
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bersumber perundang-undangan.
17

 Data sekunder atau studi 

kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, 

pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan 

erat dengan pokok permasalahan. Selain studi kepustakaan, 

pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen yang 

meliputi dokumen hukum yang tidak di publikasikan melalui 

perpustakaan umum.s 

c. Data Tersier 

Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk   maupun 

penjelasan terhadap  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 
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Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,( Bandung:  PT. 

CitraAdityaBakti, 2004), h. 151 
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peristiwa, tujuann dan perasaan.
18

 kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata 

serta di bantu dengan panca indera lainnya. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada objek yang di wawancarai. Wawancara ini dimaksud 

agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas 

tentang masalah yang diteliti. 

c. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. 

Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis 

yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang 

diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. 

7. Analisis Data 

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih  lanjut 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam 

hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu termasuk termasuk 

pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini dilakukan sistematiika yaitu membagi pokok-

pokok dalam beberapa bab dan tiap tiap bab terdapat sub-sub bab. 

Sebelum penulis menjelaskan bab-bab tersebut disini penulis membagi 

dalam lima bab yang diuraikan seperti dibawah ini : 

Dalam bab I penulis menjelaskan hal yang menjadi latar belakang, dimana 

dari latar belakang tersebut penulis menarik 2 permasalahan penting yang 

penulis jadikan sebagai rumusan masalah dengan tujuan memecahkan 

permasalahan tersebut, yang nanti akan bermanfaat bagi pembaca yang di 

tuangkan dengan beberapa metode penelitian dengan sistematika yang 

telah penulis tentukan. 

Selanjutnya pada bab II penulisan ini, penulis menguraikan mengenai 

gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir, Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kantor Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Untuk mendalami materi terhadap penelitian yang penulis lakukan maka 

pada bab III penulisan ini penulis membahas mengenai beberapa teori, 

yang terdiri dari teori kos, teori pajak, teori perizinan, dan teori pendapatan 

asli daerah. 

Setelah menguasai tinjauan pustaka dan pembahasan pada bab IV tentang 

Perizinan Rumah Kos Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri 

Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos. 
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Maka di bab V penulisan di tutup dengan kesimpulan dan saran yang 

penulis tuangkan pada penulisan ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir 

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri pada Tahun 1298 dengan raja 

pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di malaka. Demikian pula 

dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap 

berkedudukan di Malaka, sedangkan untuk urusan sehari – hari dilaksanakan 

oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. Pada tahun 1473, sewaktu Raja 

Narasinga II yang bergelar paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah 

Johan Zirullah Fil Alam yang berlokasi di Pekan Tua sekarang. 

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan 

ke rengat. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai 

campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang 

berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas 

Japura.
19

 

Pada awal kemerdekaan RI Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan 

satu kabupaten, Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu kewedanaan 

Kuantan Singingi dengan ibukotanya Taluk Kuatan, kewedanaan Indragiri 

Hulu dengan ibukotanya Rengat, dan kewedanaan Indragiri Hilir dengan 

ibukotanya Tembilahan. 
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 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir, diakses pada tanggal 9 
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Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu : wilayah 

Tempuling/Tembilahan, wilayah Enok, wilayah Gaung Anak Serka, wilayah 

Mandah/Kateman, wilayah Kuala Indragiri, wilayah Reteh. Perkembangan 

tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi 

dua kewedanaan masing – masing : 

a. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara meliputi : Kecamatan Tempuling, 

Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan 

Mandah, dan Kecamatan Kateman,  dan Kecamatan Kuala Indragiri 

dengan ibukotanya Tembilahan. 

b. Kewedanaan Indragiri Sekatan meliputi : Kecamatan Enok, Kecamatan 

Reteh dengan ibukotanya Enok. 

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten 

Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Maka pemekaran diawali 

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Persiapan 

Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 

49, maka daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan 

menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang kabupaten 

Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 

20 November 1965.
20
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B. Letak dan Luas Wilayah 

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965. Secara 

Fisiografis sebagian wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yaitu 

daerah endapan sungai, daerah rawa dengan gambut, daerah hutan payau dan 

terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil lainnya merupakan dataran tinggi 

berbentuk bukit - bukit dengan ketinggian 5 Meter s/d 35 Meter dari 

permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau 

Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 

11.605,97 km
2 
dan perairan 7.207 km

2. 21
 

Berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, 

Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Jembatan” 

dikelilingi perairan berupa sungai – sungai besar dan kecil, parit, rawa – rawa 

dan laut seara fisiografis kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan 

sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0 – 4 meter diatas 

permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. 

Kabupaten Indragiri Hilir terhampar dibagian selatan Propinsi Riau pada 

posisi :  

0º36’ : Lintang Utara.   

1º07’ : Lintang selatan.   

104º10’ : Bujur Timur dan   
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http://www.riau.go.id/home/contetnt//18/kab-indragiri-hilir, diakses pada tanggal  9 

April 2019 
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102º32’ : Bujur Timur   

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :  

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat  

(Provinsi Jambi)  

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun  

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan  

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan. 

 

C. Visi dan Misi Indragiri Hilir 

Visi kabupaten Indragiri Hilir adalah “Indragiri Hilir Berjaya dan 

Gemilang Tahun 2025” sedangkan misinya adalah : 

1. Mewujudkan daya saing daerah yaitu memperkuat perekonomian daerah 

yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan 

pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara efisien 

dan efektif dengan tetap memegang prinsip – prinsip keberlanjutan 

(subtainable) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu 

menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai – nilai religious dan 

kultural, pembangunan infrastuktur yang maju dan mampu diakses secara 

merata. 

2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan 

pemerintah yang demokratis yaitu menjadikan suasana kemasyarakatan 

dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai – nilai 

luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam 

koridor NKRI. 
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3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya yaitu agar 

seluruh wilayah kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok 

masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama – 

sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan. 

4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika 

dan berbudaya yaitu degan menciptakan keadaan kondusif yang pada 

berbagai aspek seperti : aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan 

politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas. 

5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional 

nasional dan internasional yaitu upaya untuk menjadikan kabupaten 

Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

kenegaraan, dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran 

regional nasional dan internasional.
22

  

D. Sejarah Badan Pendapatan Daerah 

Pemerintah Daerah mendirikan kantor yang mengurus masalah pungutan 

penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada 

tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah 

masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah 

tingkat II Indragiri Hilir. 
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Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka 

dinas pendapatan daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga 

dibangun kantor tersendiri untuk dinas pendapatan daerah yang diperkirakan 

pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, 

yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor 

sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan 

Kantor. Dinas pendapatan daerah mulai berdiri sendiri, yang dibawah 

kepemimpinan Bapak Usman Fa’ad pada saat itu 

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 

dinas pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, 

yaitu  di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. 

Gedung Inhil Business Centre tersebut dibangun dari hasil penerimaan daerah 

kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu pajak dan retribusi daerah maupun 

dari dana bagi hasil provinsi maupun pusat. Gedung Inhil Business Centre 

tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh gubernur Riau, H. 

Muhammad Rusli Zainal, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA 

Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada 

satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah 

(BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama memiliki kantor di 

Gedung Inhil Business Centre tersebut.
23
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E. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah 

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 

”Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Optimal” sedangkan 

Misinya adalah :  

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui 

Pendidikan dan Pelatihan.  

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan  kelengkapan data serta Pengkajian 

Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sumber Daya Alam 

yang dimiliki.  

3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  

5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan 

Wajib Retribusi Daerah secara profesional.  

6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah  

7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur 

maupun terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
24

 

F. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah 

Dinas pendapatan yang dibentuk sebelumnya berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 30 Tahun 2008 mengalami perubahan pada Nomenklator 

bidang-bidang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 untuk 
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menyesuaikan dengan kondisi sehubungan dengan diberikannya kewenangan 

daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan 

Pemerintah tersebut maka pemerintah kabupaten Indragiri Hilir membentuk 

struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang berada di lingkungan 

pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, termasuk dinas pendapatan mengalami 

perubahan yakni pada Struktur dan Nomenklator SKPD/OPD dinas 

pendapatan kabupaten Indragiri Hilir menjadi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Tahun 2016 Nomor 13), berlaku pada 1 Januari 2017.  

Tugas pokok dinas pendapatan masih tetap yakni melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan 

oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
25

 Adapun fungsi 

dan tugas dari badan pendapatan daerah yaitu : 

1. Fungsi Badan Pendapatan Daerah 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

                                                             
25

Arsip Dokumen dari Badan PendapatanDaerah Kabupaten Indragiri Hilir 



28 

 

 

 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lingkup urusan  

bidang pajak dan retribusi daerah, bidang PBB dan BPHTB, bidang 

pembukuan dan bagi hasil, serta bidang pengembangan dan hukum;  

b. Perumusan kebijakan teknis lingkup urusan kesekretariatan; 

2. Tugas Badan Pendapatan Daerah 

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah 

dan masing-masing sekretariat serta bidang adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah  

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan 

Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis unsur 

penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah 

lingkup bidang kesekretariatan, bidang pendaftaran, pendataan 

dan penetapan, bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi 

hasil, bidang penagihan dan keberatan, bidang pengembangan dan 

evaluasi pendapatan daerah, kelompok jabatan fungsional, unit 

pelaksana teknis badan;   

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan unsur penunjang urusan 

pemerintahan bidang pendapatan lingkup bidang kesekretariatan, 

bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, bidang 
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pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil, bidang 

penagihan dan keberatan, bidang pengembangan dan evaluasi 

pendapatan, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis 

badan; 

3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Badan di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan 

urusan umum,  kepegawaian dan perlengkapan, perencanaan, 

keuangan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah; 

b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan 

pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, 

monitoring dan evaluasi, serta pelaporan  penyelenggaraan 

ketatatusahaan, kepegewaian, keuangan, kerumah tanggaan, 

keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, 

dan kehumasan. 
26

 

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di 
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bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas pokok 

sebagai berikut:  

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai 

renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Membagi tugas kepada  bawahan;   

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan 

kepegawaian. Uraian tugas pokok sebagai berikut:  

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bagian umum dan kepegawaian sesuai renstra dan 

prioritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

6. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan 

dan perlengkapan. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), sebagai berikut :  
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a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai renstra 

dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Membagi tugas kepada  bawahan;  

7. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan  

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala  Badan 

Pendapatan Daerah di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 

lingkup Sub Bidang  Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan 

Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, 

Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan 

Pajak dan Retribusi Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di 

bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan lingkup sub bidang  

pelayanan, pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah, sub 

bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian pbb dan 

bphtb, sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi 

daerah;  

b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran pendaftaran, 

pendataan dan penetapan lingkup sub bidang  pelayanan, 

pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah, sub bidang 
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pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian pbb dan bphtb, sub 

bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah; 

8. Kepala Sub Bidang  Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan 

Retribusi Daerah. 

Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan 

Retribusi Daerah  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, 

Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah. Uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan pajak dan 

retribusi daerah sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang 

akan dicapai;  

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   

9. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian 

PBB dan BPHTB   

Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian 

PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Bidang lingkup Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, 

Penilaian PBB dan BPHTB.Uraian tugas, sebagai berikut:
27

 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang kepala sub bidang pelayanan, pendaftaran, 
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pendataan, penilaian PBB dan BPHTB sesuai renstra dan prioritas 

target sasaran yang akan dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang kepala 

sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian PBB dan 

BPHTB. 

10. Kepala Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi 

Daerah 

Kepala Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi 

Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang lingkup Sub Bidang  Perhitungan, Penetapan Pajak 

dan Retribusi Daerah. Uraian tugas pokok sebagaimana tersebut, 

sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi 

daerah sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang 

perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah lingkup 

perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah mengonsep 

naskah dinas bidang tugas-tugas sub bidang perhitungan, 

penetapan pajak dan retribusi daerah; 
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11. Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil. 

Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pembukuan, 

Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Lingkup Sub Bidang 

Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi 

Hasil Pajak dan Non Pajak, untuk melaksanakan tugas pokok Kepala 

Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di 

bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil 

pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil lingkup sub 

bidang pembukuan, sub bidang verifikasi dan pelaporan, sub 

bidang bagihasil pajak dan non pajak  pembukuan, pelaporan, 

verifikasi dan bagi hasil;  

b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran pembukuan, 

pelaporan, verifikasi dan bagi hasil pembukuan, pelaporan, 

verifikasi dan bagi hasil lingkup sub bidang pembukuan, sub 

bidang verifikasi dan pelaporan, sub bidang bagihasil pajak dan 

non pajak pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil; 

12. Kepala Sub Bidang Pembukuan 

Kepala Sub Bidang Bidang Pembukuan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang 

Bidang Pembukuan, sebagai berikut : 
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a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang pembukuan sesuai renstra dan prioritas 

target sasaran yang akan dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang 

pembukuan; 

13. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan  

Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub 

Bidang Verifikasi dan Pelaporan. Uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang verifikasi dan pelaporan sesuai renstra dan 

prioritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang verifikasi 

dan pelaporan; 

14. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak 

Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup 

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, dengan Uraian tugas, 

sebagai berikut: 
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a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang bagi hasil pajak dan non pajak sesuai renstra 

dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang bagi hasil 

pajak dan non pajak; 

15. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan  

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Penagihan 

dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi 

Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan 

BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan 

PAD Lainnya, untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di 

bidang penagihan dan keberatan lingkup sub bidang penagihan 

pajak dan retribusi daerah serta pad lainnya,  sub bidang 

penagihan PBB dan BPHTB, sub bidang keberatan pajak dan 

retribusi daerah dan PAD lainnya;  

b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Penagihan dan 

keberatan lingkup sub bidang penagihan pajak dan retribusi 

daerah serta PAD Lainnya,  sub bidang penagihan PBB dan 
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BPHTB, sub bidang keberatan pajak dan retribusi daerah dan 

PAD lainnya.
28

 

16. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta 

PAD Lainnya 

Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta 

PAD Lainnya  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan 

Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, uraian tugas pokok sebagai 

berikut : 

a. Merencanakan program dan kegiatan per tahun anggaran Sub 

bidang penagihan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pada 

renstra dan proiritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Membagi tugas kepada  bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

17. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB 

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan  mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub 

Bidang Penagihan dan Keberatan, dengan uraian tugas sebagai 

berikut: 
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a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang penagihan dan keberatan sesuai renstra dan 

prioritas target sasaran yang akan dicapai; 

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang 

penagihan dan keberatan lingkup sub bidang penagihan PBB dan 

BPHTB; 

18. Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD 

Lainnya  

Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD 

Lainnya  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi 

Daerah dan PAD Lainnya. Uraian tugas tersebut sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan 

PAD Lainnya  dan jenis Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB) sesuai 

renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang 

Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;  
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19. Kepala Bidang Pengembangan  dan Evaluasi Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang Pengembangan  dan Evaluasi Pendapatan Daerah  

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan 

di bidang Pengembangan  dan Evaluasi Pendapatan Daerah  lingkup 

sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub 

Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, sub bidang Pemeriksaan 

Penertiban dan Evaluasi, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di 

bidang  pengembangan  dan evaluasi pendapatan daerah, lingkup  

sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sub 

bidang pengembangan potensi dan hukum, sub bidang 

pemeriksaan penertiban dan evaluasi;  

b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran ,  pengembangan  

dan evaluasi pendapatan daerah, lingkup sub bidang intensifikasi 

dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sub bidang pengembangan 

potensi dan hukum, sub bidang pemeriksaan penertiban dan  

20. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan hukum   

Kepala sub bidang Pengembangan Potensi dan hukum mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup 

sub bidang  Pengembangan Potensi dan Hukum, uraian tugas sebagai 

berikut:
29
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a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang  pengembangan potensi dan hukum sesuai 

renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas lingkup sub  bidang 

pengembangan potensi dan hukum; 

21. Kepala Sub Bidang  Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi  

Kepala sub bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi  

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bidang lingkup bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi, 

dengan uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun 

anggaran sub bidang pemeriksaan, penertiban dan evaluasi sesuai 

renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  

b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas lingkup sub bidang 

pemeriksaan, penertiban dan evaluasi.
30

 

G. Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
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2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.  

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari: 

1. Sub Bidang  Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi 

Daerah; 

2. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan 

BPHTB;  

3. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah. 

d. Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil terdiri dari: 

1. Sub Bidang Pembukuan 

2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan. 

3. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak. 

e. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari: 

1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD 

Lainnya. 

2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB. 

3. Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya. 

f. Bidang Pengembangan dan  Evaluasi Pendapatan Daerah  terdiri dari: 

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 

2. Sub Bidang Pengembangan  Potensi dan Hukum. 

3. Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Unit Pelaksana Teknis Badan 
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1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kecamatan 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
31

 

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak  41 UPT, sebagai berikut : 

1. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan, wilayah kerja 

Kecamatan Tembilahan 

2. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan hulu, wilayah kerja 

Kecamatan Tembilahan Hulu  

3. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka, meliputi wilayah 

kerja : 

a. Kecamatan Gaung Anak Serka 

b. Kecamatan Batang Tuaka 

4. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah, meliputi wilayah 

kerja: 

a. Kecamatan Tanah Merah 

b. Kecamatan Enok 

5. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri, meliputi wilayah 

kerja: 

a. Kecamatan Kuala Indragiri 

b. Kecamatan Concong 
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6. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling, meliputi wilayah kerja : 

a. Kecamatan Tempuling 

b. Kecamatan Kempas 

7. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh, meliputi wilayah kerja : 

a. Kecamatan Reteh 

b. Kecamatan Sungai Batang 

8. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang, wilayah kerja Kecamatan 

Kecamatan Keritang  

9. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kemuning, wilayah kerja 

Kecamatan Kecamatan Kemuning  

10. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandah, wilayah kerja Kecamatan 

Mandah 

11. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran, wilayah kerja 

Kecamatan Pelangiran 

12. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kateman, meliputi wilayah kerja : 

a. Kecamatan Kateman 

b. Kecamatan Teluk Belengkong 

13. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung wilayah kerja 

Kecamatan Pulau Burung. 

14. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung, Wilayah kerja kecamatan 

Gaung.
32
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BAGAN 2.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

TAHUN 2014 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 

DAERAHKABUPATEN INDRAGIRI 

HILIR 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS 

KEPALA SUBBAG 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

KEPALA SUBBAG 

PERENCANAAN, 

EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUBBAG PER 

LENGKAPAN DAN 

KEUANGAN 

Kepala Bidang Pendaftaran, 

Pendataan, dan Penetapan 

Kepala Sub Bidang Pelayanan, 

Pendaftaran, Pendataan pajak  

Kepala Sub Bidang Pelayanan, 

Pendaftaran, Pendataan, 

Penilaian 

Kepala Sub Bidang Perhitungan, 

Penetapan Pajak dan Retribusi 

Daerah 

Kepala Bidang Pembukuan, 

Pelaporan, Verifikasi dan Bagi 

Hasil 

 
Kepala Sub Bidang Pembukuan 

Kepala Sub Bidang Verifikasi 

dan Pelaporan  

Kepala Sub Bidang bagi Hasil 

Pajak dan Non Pajak 

UPTD pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

Kecamatan 

Kepala Bidang Penagihan dan 

Keberatan 

Kepala Sub Bidang Penagihan 

pajak dan Retribusi Daerah 

 
Kepala Sub Bidang Penagihan 

PBB dan BPHTB 

Kepala Sub Bidang Keberatan 

Pajak dan Retribusi Daerah  

 

Kepala Bidang Pengembangan dan 

Evaluasi Pendapatan Daerah  

 

Kepala Sub bidang Intensifikasi 

dan Eksentifikasi 

 

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, 

Penertiban dan Evaluasi  

 

Kepala Sub Bidang Pengembangan 

Potensi dan Hukum 
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H. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1. Latar Belakang 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, 

antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.  Amanat tersebut 

mengandung makna negara berkewajiban memenuhi segala kebutuhan setiap 

warga  negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang 

publik, jasa publik dan pelayanan administratif.
33

 

Hal faktual adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dalam 

beberapa hal belum berjalan sebagaimana diharapkan. Pelayanan perizinan 

sebagai bagian dari pelayanan administratif yang harus dilalui pelaku usaha 

baik yang akan memulai usaha maupun dalam tahap pengembangan usaha, 

belum berjalan secara efisien dan efektif.  Hal-hal ini memiliki dampak 

langsung terhadap dunia usaha khususnya kegiatan investasi di 

daerah.  Beberapa masalah utama yang sering ditemui diantaranya adalah 

waktu pengurusan izin relatif lama karena proses yang berbelit dan 

menyangkut banyak lembaga teknis, biaya yang relatif tinggi, terjadinya 

pungutan liar serta tidak adanya kejelasan baik biaya maupun waktu 

penyelesaian. 
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Mengingat bahwa investasi adalah kunci pembangunan ekonomi, baik 

secara nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan 

dalam berbagai hal, termasuk pelayanan perizinan. 

2. Perkembangan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Indragiri Hilir 

Bagi Kabupaten Indragiri Hilir, pembinaan dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik telah lebih dahulu dilakukan sebelum Rancangan Undang-

Undang Pelayanan Publik digagas.  Sebagai upaya mewujudkan visi 

Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN 

GEMILANG 2025”, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk 

satu unit kerja non struktural dengan dasar hukum Peraturan Bupati Indragiri 

Hilir nomor 25 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai landasan hukum 

operasionalisasi Kantor Pelayanan Terpadu, maka diterbitkan Keputusan 

Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.279/VI/HK-2006 tentang Pelimpahan 

Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir yang menjalankan fungsi 

pelayanan publik  dengan pola satu atap. 

Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan 

pelayanan publik mendapatkan apresiasi dari Pemerintah dengan 

dianugerahkannya penghargaan berupa “CITRA BHAKTI ABDI NEGARA” 

pada tanggal 22 Desember 2006 oleh Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara.  Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah 
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Kabupaten Indragiri Hilir membina dan mendorong peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

Keberhasilan ini terus ditingkatkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, 

seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, dengan membentuk Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPM-PTSP, 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 

yang diarahkan untuk melaksanakan pelayanan publik dengan pola satu pintu 

sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13/I/HK-2009 

tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan, Kepala DPM-

PTSP mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani 7 (tujuh) 

izin yaitu Izin Gangguan, Izin Tempat Usaha, Izin Reklame, Izin Keramaian, 

Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak dan Izin 

Penangkaran Sarang Burung Walet.  Diterbitkannya Keputusan Bupati 

Indragiri Hilir Nomor 14/I/HK-2009 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pengelolaan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPM-PTSP 

Kabupaten Indragiri Hilir berimplikasi bahwa DPM-PTSP mengelola 13 (tiga 

belas) izin yaitu Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin 

Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, Izin Apotik, 

Izin Praktek Dokter, Izin Praktek Bidan, Izin Toko Obat, Izin Optikal, Izin 
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Balai Pengobatan, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan 

Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja.Perkembangan terakhir, dengan 

disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 

2014 pada tanggal 23 Desember 2014, Kepala DPM-PTSP mendapat 

pelimpahan wewenang dari Bupati Indragiri Hilir untuk menandatangani 

seluruh perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.  Tetapi dengan 

pertimbangan yang arif,  pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan 

terpadu satu pintu di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan secara bertahap 

yang mencakup 69 perizinan dan 1 non perizinan.
34

 

I. Visi Misi DPM-PTSP 

1. Visi 

DPM-PTSP dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 13 Tahun 2016 yaitu 

koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan 

secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, keamanan dan 

kepastian serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan 

daerah di bidang penanaman modal dan promosi daerah, memiliki visi 

“Terwujudnya pelayanan perizinan, penanaman modal dan promosi daerah 

yang handal dan terpercaya”. 
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2. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, DPM-PTSP memiliki misi 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang cepat, tepat, akurat, 

terpercaya dan akuntabel 

b. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan terpercaya 

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 

c. Meningkatkan peran konsultasi, fasilitasi dan mendorong 

perkembangan sektor produktif bidang penananam modal.
35

 

J.  Sarana Dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana yang digunakan DPM-PTSP dalam 

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan mencakup sarana 

utama dan prasarana pendukung.  Sarana utama berupa gedung kantor terletak 

di Jalan Hang Tuah Nomor 04 Lantai 1 merupakan gedung yang dekat 

dengan pusat transaksi perdagangan Kota Tembilahan.  Lokasi gedung dekat 

dan dapat dijangkau oleh seluruh para pengusaha dan masyarakat dengan 

moda transportasi air maupun darat melalui dermaga, pelabuhan feri maupun 

jalan. 

Gedung kantor DPM-PTSP yang digunakan untuk pelayanan publik terdiri 

atas ruang lobby, ruang tunggu, ruang informasi/help desk, ruang/loket 
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penerimaan permohonan sekaligus penyerahan izin, ruang pemrosesan, ruang 

arsip dan ruang penanganan pengaduan.  Gedung kantor DPM-PTSP ini 

terintegrasi dengan Dinas Pendapatan Daerah yang berada di lantai 2 dan 3 

sehingga memudahkan para pengusaha dan masyarakat untuk melakukan 

pembayaran pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan 

perizinan.  Gedung kantor DPM-PTSP juga terletak bersebelahan dengan 

gedung perbankan seperti BPD Riau, BNI, BRI dan dekat dengan Kantor 

Telkom, Kantor Pos dan Giro maupun pusat perdagangan. 

Sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan 

yang dimiliki DPM-PTSP diantaranya adalah : 

1. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet/WiFi 

2. SMS Center dan Touch Screen untuk informasi perizinan dan pengaduan 

3. Telepon yang terhubung antar ruangan maupun untuk telekomunikasi 

keluar 

4. Faksimile 

5. Furniture seperti meja, kursi dan lemari 

6. Pendingin ruangan (AC) 

7. Maklumat perizinan (jenis, persyaratan dan mekanisme pelayanan) 

8. Ruangan rapat yang dilengkapi LCD Projector dan sound system 

9. Tempat parkir yang cukup luas 

10. Security 

11. Tempat ibadah 
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12. Kloset dan wastafel 

13. Pantry 

14. Kantin.
36
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BAB III 

TINJAUAN TEORITTS 

A. Teori Kos 

1. Pengertian Kos 

Menurut kamus Wikipedia, kos-kosan bisa juga disebut 

penginapan. Itu adalah rumah yang digunakan orang untuk menginap 

selama 1 hari  atau lebih, dan kadang-kadang untuk periode waktu 

yang lebih lama misalnya: minggu, bulan atau tahunan.
37

 

2. Pengertian Pengelolaan Rumah Kos 

Pengelolaan rumah kos adalah kegiatan menyediakan dan 

mengurus rumah kos.
38

 

3. Pengertian Rumah Kos 

Rumah kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau 

seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal 

dalam kurun waktu paling sedikit satu bulan.  

4. Pengertian Kamar Kos 
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Kamar kos yang selanjutnya disebut kamar adalah bangunan 

gedung baik sebagai bagian dari rumah kos maupun berdiri sendiri 

yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat ringgal 

dalam kurun waktu paling sedikit satu bulan. 

5. Pengertian Penghuni Kos 

Penghuni kos adalah seseorang atau beberapa orang yang 

menghuni rumah kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan. 

6. Kewajiaban Pemilik Kos 

a. Mematuhi ketentuan perizinan pengelolaan rumah kos. 

b. Menunjuk satu orang penanggungjawab dalam pengelolaan rumah 

kos. 

c. Menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang 

tamu, dapur, MCK, dan tempat parkir. 

d. Memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama 

rumah kos dengan mencantumkan izin Bupati. 

e. Menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni 

rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua RT setempat 

paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangan. 

f. Melaporkan secara tertulis kepada lurah atau kepala desa melalui 

ketua RT terkait dengan jumlah identitas penghuni rumah kos 

setiap 3 bulan paling lama 6 bulan. 
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g. Membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel dirumah kos dan 

mudah terlihat agar dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta 

memberlakukan tata tertib di maksud. 

h. Menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk 

digunakan. 

i. Menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum 

sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan 

oleh pemerintah daerah. 

j.  Mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar 

tata tertib. 

k.  Memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos 

agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah 

kos dan menerapkan sistim kekeluargaan dalam menyelesaikan 

masalah. 

l.  Membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus 

pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang 

berbeda jenis kelamin. 

m.  Pemilik kos wajib menggandakan kunci utama, apabila tidak 

maka dapat dilakukan upaya paksa.
39

 

7. Larangan Pemilik Kos 

a. Melanggar ketentuan perizinan. 
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b. Menggabungkan penghuni kamar kos laki-laki dan perempuan 

dalam satu rumah kos kecuali suami istri sah. 

c. Bersikap diskriminatif terhadap penghuni kos. 

d. Membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar 

peraturan/tata tertib yang berlaku. 

e. Menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, 

asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum. 

8. Kewajiban Penghuni Kos 

a. Mentaati semua peraturan/tatatertib rumah kos. 

b. Menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya 

kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. 

c. Saling menghormati sesame penghuni kos. 

d. Menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang khusus 

bertamu dengan batas waktu Pukul 21.30 WIB. 

e. Melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada pemilik dan 

Ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangnnya. 

f. Menunjukkan akta nikah bagi yang berstatus suami istri. 

g. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi 

terhadap pembangunan lingkungan. 

9. Larangan penghuni kos 

a. Menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang 

disediakan. 
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b. Menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat 

aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras). 

c. Melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila, dan tindak lainnya 

yang melanggar hukum.
40

 

B. Teori Pajak 

a. Pengertian Pajak 

 Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran 

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.
41

 

Terdapat bermacam – macam definisi tentang pajak yang 

dikemukakan para ahli diantaranya adalah : 

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths bahwa Pajak adalah prestasi 

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat 

dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam 

hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. 

Menurut PJA Adriani memaparkan bahwa Pajak adalah iuran 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
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2001), h.2 



57 

 

 

 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) 

dengan tidak mendapat  prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Menurut Dr. Soeparman soemahamidjaya (dalam disertasinya yang 

berjudul : “Pajak berdasarkan asas gotong royong”), memberikan 

definisi: Pajak adalah iuran wajib , berupa uang atau barang, yang 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup 

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum. 

Menurut Rochmat Soemitro bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas (peralihan kekayaan dari sektor partikellir ke sektor pemerintahan) 

berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal tegen prestatie yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum publieke uitgaven,  dan 

yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai 

tujuan diluar bidang keuangan. 

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan 
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timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
42

 

b. Ciri – ciri Pajak  

Ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak 

hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (Bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang – Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau 

dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran 

– pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
43

 

C. Teori Perizinan 

a. Pengertian perizinan  

Perizinan menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan 

mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti 

memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.Secara garis 

besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan 

masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang 
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memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik 

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan 

perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang 

berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin 

merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang 

diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur 

sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
44

 

Terdapat bermacam – macam definisi tentang perizinan yang 

dikemukakan para ahli diantaranya adalah : 

Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, menyatakan bahwa 

secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam 

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-

undangan.
45

 

Menurut Van der Pot, menyatakan bahwa izin merupakan 

keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada 

prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.
46

 

Menurut Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa izin 

(vergunning) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu 
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larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal unadng-undang 

yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” 

Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat 

kriteria, dan sebagainya yang pelu dipenuhi oleh pemohon untuk 

memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan 

prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat 

administrasi negara yang bersangkutan.
47

 

b. Unsur – Unsur Perizinan 

1) Instrumen yuridis 

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan 

yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah 

untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret,sebagai 

ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang 

berlaku pada ketetapan pada umumnya; 

2) Peraturan perundang-undangan 

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan 

tindakan hukum permerintahan,sebagai tindakan hukum maka 

harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar 

wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah,oleh karena itu 

dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan per UUan yang berlaku, 
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karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin 

tersebut menjadi tidak sah.
48

 

3) Organ pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan 

pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah.menurut sjahran basah,dari badan tertinggi sampai dengan 

badan terendah berwenang memberikan izin; 

4) Peristiwa kongkret 

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk 

ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi 

peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya 

peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu , tempat 

tertentu dan fakta hukum tertentu.
49

 

5) Prosedur dan persyaratan 

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh 

prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah,selaku pemberi 

izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh 

pemerintah atau pemberi izin.prosedur dan persyaratan perizinan 

itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi 

pemberi izin.
50
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D. Teori Pendapatan Asli Daerah 

Menurut H.A.W Widjaja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan  usaha guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan 

dana dari pemerintah tingkat atas atau pusat.
51

 Berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 35 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah Semua hak daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan.  

Menurut Pasal 285 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah 

terdiri atas :  

a. Pendapatan asli daerah meliputi :  

1. Pajak daerah  

2. Retribusi daerah  

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan  

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

b. Pendapatan transfer dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

    Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi pemerintah 

daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaran pembangunan 
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daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan 

pembangunan daerah sebagai wujud terlaksananya otonomi daerah yang 

nyata dan bertanggung jawab.  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka pendapatan asli daerah 

adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal 

dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya 

pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keitensifan 

aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Rumah Kos terkhusus pada di Kecamatan Tembilahan 

Kabupaten Indragiri Hilir masih belum optimal, dapat dilihat dari data 

yang penulis dapatkan belum adanya rumah kos yang memiliki izin 

pengelolaan rumah kos. Sebagaimana yang diketahui ketentuan Pasal 7 

Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos bahwa setiap orang yang 

melakukan pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan 

rumah kos. Kondisi ini berdampak pada tidak terserapnya salah satu PAD 

dari tuntutan aturan tersebut yang mengharuskan apabila rumah kos yang 

mengelola lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan pajak hotel sesuai 

dengan peraturan pajak hotel. 

2. Faktor yang menghambat belum terlaksananya peraturan daerah 

kabupaten Indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengeloaan rumah 

kos adalah  sebagai berikut :  

a. Belum adanya sosialisasi membuat Perda ini menjadi tidak optimal. 

Karena pengelola Rumah Kos yang cenderung tidak mengetahui 
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Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Rumah Kos menjadi penyebab tidak adanya 

pengurusan izin dan pembayaran pajak berkaitan dengan perda ini.  

b. Faktor kedua yang turut mempengaruhi belum terealisasinya 

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah 

Kos di Kecamatan Tembilahan Kabupaten indragiri Hilir 

dikarenakan belum adanya instrumen hukum oleh pemerintah daerah 

dalam mewujudkan tugas pemerintah daerah sesuai dengan 

kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan. 

c. Masyarakat yang masih kurang peduli terhadap usaha rumah kos 

yang dimiliki serta kurang inisiatif masyarakat dalam mencari tahu 

mengenai peraturan tentang pengelolaan rumah kos. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin mengajukan 

beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan masukkan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya kecamatan 

Tembilahan segera mensosialiasaikan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Kos.  

2. Perlunya Pemerintah Indragiri Hilir dibantu dengan penegak hukum 

melakukan percepatan dalam mendata sekaligus menindaki rumah kos 

yang belum mengantongi Izin. Menjadi hal yang harus dilakukan karena 
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melihat jumlah rumah kos yang semakin bertambah yang tentunya dapat 

menjadi daya tambah PAD. 

3. Kepada masyarakat/pemilik usaha rumah kos hendaknya mencari tahu 

mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Rumah Kos, sehingga memiliki pedoman 

tentang tata cara pengelolaan rumah kos. Dengan harapan agar 

pengelolaan rumah kos di Kecamatan Tembilahan menjadi lebih 

profesional dan teratur. 
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